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Berdasar pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa 

rekomendasi yakni sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyatuan mekanisme penyelesaian sengketa pemilukada melalui 

satu badan peradilan khusus terutama yang berkaitan dengan penyederhanaan 

proses penyelesaian sengketa pemilukada.

2. Pelaksanaan rangkaian tahapan pemilukada hendaknya lebih fleksibel dengan 

memperhatikan kemungkinan timbulnya sengketa pemilukada, sehingga dapat 

mendukung terwujudnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa 

pemilukada. 
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